
1 

LANDASAN KEAGAMAAN BAGI  

PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA 

Mohamad Shohibuddin 

KHUTBAH PERTAMA 

وَنَعوُذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أنَْفُسِناَ وَمِنْ فِرُهُ، الَْحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ توَْفيِْقِهِ وَاِمْتنِاَنِهِ. نَـحْمَدُهُ وَنَسْتعَِيْنُهُ وَنَسْتغَْ 

 .سَيِِّئاَتِ أعَْمَالِناَ، مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضُْلِلْهُ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

  .الصراط المستقيمأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، الداعي إلى الحق المبين، والهادي إلى  

دٍ وَعَلىَ الَِهِ وَاصَْحَابِهِ ومن تبع    .بإحسان إلى يوم الدين  هاللهُمَّ صَلِِّ وسلم عَلىَ سَيِِّدِناَ مُحَمَّ

ياَ أيَُّهَا  : وهو اصدق القائلين   فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بتقوى الله. اوصني واياكم  ايها المسلمون الكرام.   فيا

َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   .الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

سوُلِ وَلِذِي الْقُرْبىَٰ وَالْيتَاَمَىٰ  : ضا اي وَقال ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلَىٰ رَسوُلِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىٰ فََلِلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ كَيْ لَا مَا أفَاَءَ اللََّّ

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا ۚ وَا َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ يَكوُنَ دُولَةً بيَْنَ الْْغَْنيِاَءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ َ ۖ إِنَّ اللََّّ  . تَّقوُا اللََّّ

ا بَعْدُ   .أمََّ

PEMBUKAAN 

Pertama-tama, mari kita sama-sama memulai khutbah ini dengan menghaturkan puji syukur ke 

hadirat Allah SWT atas limpahan karunia yang telah kita semua terima, terutama nikmat Iman dan 

Islam. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan dan pemberi syafa’at 

kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan keturunan beliau, kepada para sahabat 

dan tabiin, para ulama dan shalihin, dan juga seluruh umat Nabi Muhammad tanpa terkecuali. 

Seiring puji syukur dan sholawat ini, marilah sama-sama kita unjukkan doa agar kita semua beserta 

seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera serta selalu berada dalam perlindungan 

dan keberkahan dari Allah SWT. 

Tidak lupa, khatib menasihati diri sendiri dan menyerukan kepada seluruh jamaah sekalian untuk 

terus menerus meningkatkan ketakwaan kita dengan mengamalkan semua perintah Allah SWT dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan di sini tentu saja termasuk dalam bentuk ibadah sosial 

dan, lebih khusus lagi, juga menyangkut upaya mewujudkan kemaslahatan di bidang agraria. 

MEMAHAMI PERSOALAN AGRARIA DAN PERJUANGAN AGRARIA 

Ma’âsyir al-muslimîn wa ‘l-muslimât yang diberkahi Allah. 

Selama ini, perbincangan mengenai kaitan agama dengan sumber daya alam (SDA) pada umumnya 

lebih difokuskan pada kepedulian lingkungan. Kepedulian agama atas persoalan lingkungan ini 

tentu sangat penting dan relevan di tengah berbagai krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, 

termasuk yang dipicu oleh perubahan iklim global. Hal ini juga telah menghasilkan banyak sekali 

kontribusi pemikiran, khususnya di dalam kajian-kajian yang dikenal sebagai fikih lingkungan (fiqh 

al-bî’ah), etika air (akhlâq al-miyâh), dan sebagainya. 
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Meski demikian, persoalan lingkungan hanyalah merupakan satu sisi persoalan saja. Ibarat sekeping 

koin mata uang, sisi lain yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan agraria. Pada kenyataannya, 

kedua persoalan ini tidak dapat dipisahkan dan saling mengandaikan satu sama lain. Perubahan 

lingkungan akan melahirkan dampak perubahan agraria dan demikian pula sebaliknya. Karena 

itulah, dua hal ini kini dipahami dalam satu tarikan nafas melalui apa yang diistilahkan sebagai 

“transformasi agraria-lingkungan” (agrarian-environmental transformation). 

Apabila kita membahas sisi koin yang kedua ini, yakni persoalan agraria, maka mau tidak mau kita 

harus memulainya dengan penjernihan konseptual terlebih dulu. Pada dasarnya, persoalan agraria 

ini berkenaan dengan relasi sosial di antara berbagai pihak dalam hal penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan atas sumber-sumber agraria (SSA) untuk menghasilkan berbagai produk yang menjadi 

kebutuhan umat manusia, seperti pangan, sandang, papan, energi, mineral, dan sebagainya. Jadi, di sini 

kita sebenarnya berbicara tentang tiga hal sekaligus. Pertama adalah subjek agraria seperti individu, 

rumah tangga, komunitas, negara, sektor swasta, dan lain sebagainya. Kedua adalah objek agraria, 

yakni tanah, air, dan udara beserta berbagai kekayaan alam yang dikandungnya. Lalu yang ketiga 

adalah relasi sosio-agraria di antara berbagai subjek agraria menyangkut objek agraria tertentu.  

Mengenai relasi sosio-agraria yang disebut terakhir ini, ia dapat berupa relasi antar berbagai subjek 

agraria menyangkut penguasaan dan pemilikan atas objek agraria tertentu dengan beragam jenis 

hak dan alas hukumnya (disebut property relations). Selain itu, ia juga dapat berupa relasi antar 

berbagai subjek agraria menyangkut penggunaan dan pemanfaatan atas objek agraria tertentu dalam 

rangka penyelenggaraan suatu sistem produksi dengan aneka rezim ketanagakerjaan dan distribusi 

surplus yang terlibat di dalamnya (disebut relations of production).  

Dalam kaitan ini, apa yang harus disadari dan selanjutnya mesti menjadi bagian dari panggilan 

keberpihakan keagamaan adalah kenyataan bahwa berbagai relasi sosio-agraria yang disampaikan 

terdahulu ternyata sering dicirikan oleh situasi ketidakpastian, ketimpangan dan ketidakadilan. Atas 

dasar inilah, maka persoalan agraria pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat kategori sebagai 

berikut.  

1. Ketidakpastian hak pada penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang selama ini 

dikelola masyarakat (disebut tenure insecurity).  

2. Keterbatasan dan bahkan ketiadaan penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria di tangan 

masyarakat (disebut ketimpangan agraria atau agrarian inequality).  

3. Ketidakadilan pada tata ruang dan tata guna tanah yang lebih sering bias kepentingan korporasi 

dan urban ketimbang kepentingan rakyat kecil dan masyarakat petani di pedesaan.  

4. Ketidakadilan dalam relasi perburuhan dan dalam distribusi surplus yang terdapat pada sistem 

produksi tertentu.  

Secara berturut-turut, dua kategori persoalan yang disebut pertama pada dasarnya berkenaan dengan 

persoalan tata kuasa, kategori ketiga pada dasarnya berkenaan dengan persoalan tata guna, lantas 

kategori terakhir pada dasarnya berkaitan dengan persoalan tata produksi. Dihadapkan pada empat 

kategori persoalan agraria ini, secara analitis terdapat dua agenda perjuangan agraria yang dapat 

dibedakan, sekalipun dalam pelaksanaannya sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Pertama adalah agenda untuk memperoleh/memperbesar akses masyarakat hingga mencapai skala 

yang layak, baik akses di sini atas penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, atas manfaat 

dari berbagai kekayaan alam yang dikandungnya, ataupun atas porsi yang adil dari surplus produksi 

yang dihasilkan darinya.  

Kedua adalah agenda untuk mengakui dan sekaligus melindungi berbagai jenis akses masyarakat 

tersebut dari berbagai ancaman eksklusi. Hal ini antara lain berupa ancaman fragmentasi atau 

bahkan pengambilalihan tanah, konversi fungsi lahan, kerusakan lingkungan, dan juga ancaman 

berupa relasi perburuhan yang bersifat eksploitatatif.  
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Seperti dapat dicermati, agenda yang pertama merupakan “perjuangan akses” yang dalam kerangka 

gerakan sosial-politik menegaskan keharusan menjalankan politik redistribusi. Sementara agenda 

kedua, sebagai pasangan yang tidak boleh dipisahkan dari agenda yang pertama, adalah “perjuangan 

kontra-eksklusi” yang dalam kerangka gerakan sosial-politik menegaskan keharusan menjalankan 

politik rekognisi dan perlindungan. 

PANDANGAN ISLAM MENGENAI PERJUANGAN AGRARIA 

Seperti telah disinggung sebelumnya, respons terhadap keempat kategori persoalan agraria melalui 

dua agenda perjuangan di atas harus disadari sebagai sebuah panggilan teologis karena memang 

begitulah yang digariskan ajaran Islam. Sebagai salah satu acuan normatif, mari kita cermati QS. al-

Balad/90 ayat 11-18 berikut ini.  

أوَْ مِسْكِينًا ذَا  [16] مَقْرَبَة    ذَا  يتَِيمًا  [15] إِطْعَامٌ فِي يَوْم  ذِي مَسْغَبَة  أوَْ   [14] رَقَبَة   فَك   [13] وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَة   [12] فلَََ اقْتحََمَ الْعَقَبَةَ [11] 

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ  [17] مَتْرَبَة   ئِكَ أصَْحَاب  الْمَيْمَنَةِ  [18] ث مَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَن وا وَتوََاصَوْا بِالصَّ   أ ولََٰ

[11]  Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 

[12]  Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?  

[13]  (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,  

[14]  atau memberi makan pada hari kelaparan, 

[15]  (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 

[16]  atau kepada orang miskin yang sangat fakir. 

[17]  Dan dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan 

untuk berkasih sayang. 

[18]  Mereka adalah golongan kanan. 

Berdasarkan firman Allah ini, dapat disimpulkan bahwa al-‘aqabah adalah simbol tantangan persoalan 

yang sangat sulit, tetapi justru itulah jalan kebajikan sosial dan spiritual yang harus kita lakoni agar 

mampu mencapai atribut sebagai “golongan kanan” (ashhâb al-maymanah). Yang menarik adalah: 

apabila dikaitkan dengan uraian terdahulu, jalan kebajikan yang digariskan dalam firman Allah ini 

ternyata sangat kental dengan persoalan dan agenda perjuangan agraria. 

Sebagai misal, jaminan akses atas pangan yang ditegaskan oleh ayat 14 QS. al-Balad ini menggunakan 

redaksi ith‘âm yang lebih menekankan pada proses penyediaan pangan dan bukannya îtâu ath-tha‘âm 

yang hanya berfokus pada ketersediaan produk akhir pangan. (Dan hal inilah yang membedakan 

perintah pada ayat 14 ini dari perintah berzakat pada sejumlah ayat dalam al-Qur’an yang memakai 

redaksi îtâu az-zakâh—karena itu, pelaksanaan zakat fitrah justru harus diberikan dalam bentuk 

makanan pokok yang berlaku di negara domisili si pemberi zakat.) Redaksi ith‘âm ini menyiratkan 

satu pengertian bahwa jaminan akses atas pangan menuntut keadilan pada sistem pangan secara 

terintegrasi sejak dari hilir hingga hulu. Pada sisi hilir, jaminan itu menuntut akses yang adil atas 

berbagai produk pangan yang bukan saja harus mencukupi, namun juga aman dan bergizi. Lebih 

jauh, pada sisi hulu, jaminan itu juga menuntut akses atas basis produksi yang adil bagi para petani 

produsen pangan, seperti akses atas lahan, air, benih dan berbagai sarana produksi lainnya, begitu 

juga akses atas alat dan mesin pertanian baik untuk budidaya maupun pengolahan hasilnya. 

Dipahami dalam semangat pemahaman ayat 14 yang seperti ini, maka perintah “memerdekakan 

budak” pada ayat 13 tentu tidak dapat diartikan sebagai perbudakan fisik seperti yang berlangsung 

di masa lampau. Sebaliknya, hal ini haruslah dipahami sebagai sistem apa pun yang berdampak 

pada dehumanisasi. Dalam hubungan dengan ayat setelahnya, maka perbudakan ini dapat berarti 

pula sistem pangan yang mengandung ciri-ciri eksploitatif pada sebagian atau keseluruhan mata 

rantainya sejak dari hulu hingga hilir. Apalagi ketika ciri-ciri eksploitatif semacam ini terjadi dalam 

kondisi ketika banyak orang sedang menghadapi ancaman kelaparan maupun kekurangan gizi (dzî 

masghabah). 
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Selanjutnya, ayat 15 dan 16 secara lugas mengilustrasikan siapa saja subjek agraria yang harus menjadi 

prioritas dari politik redistribusi yang dalam hal ini berupa jaminan akses atas pangan. Para subjek 

agraria itu mencakup anak yatim, terutama yang ada hubungan kekerabatan, kelompok miskin, dan 

mereka yang sangat membutuhkan (dzâ matrabah). Kategori terakhir ini bersifat kontekstual dan 

dalam kenyataan saat ini bisa diartikan sebagai kelompok marginal seperti perempuan, komunitas 

adat, kaum miskin kota, dan lain sebagainya.  

Akhirnya, ayat 17 memberikan panduan moral dalam melakukan perjuangan agraria untuk menjamin 

terwujudnya keadilan pada sistem pangan secara komprehensif. Pertama-tama, semangat keimanan 

harus menjadi landasan dalam perjuangan menempuh al-‘aqabah yang sangat berat ini. Selanjutnya, 

perlu saling menguatkan satu sama lain agar mereka yang berjuang menempuh jalan yang berat ini 

mampu tegar (al-shabr) dan menebar kasih sayang (al-marhamah). Hanya dengan menempuh medan 

perjuangan semacam inilah dapat dicapai kualifikasi sebagai golongan ashhâb al-maymanah, seperti 

dinyatakan dalam ayat 18.  

Politik redistribusi yang serupa juga ditegaskan menyangkut akses atas tanah yang merupakan sarana 

paling penting dalam memproduksi pangan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik, 

Tirmidzi, dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:  

 له فهو   مواتا  ارضا  احيا من 

Barangsiapa yang menghidupkan tanah menganggur, maka dia berhak atas tanah itu.  

Hadits ini menegaskan satu prinsip bahwa hak atas tanah berasal dan tidak terlepas dari jerih payah 

seseorang menjadikan tanah yang menganggur sebagai tanah produktif. Dengan demikian, apabila 

seseorang telah merubah tanah yang masih menganggur menjadi tanah produktif, maka dialah yang 

paling berhak atas tanah itu. Sebaliknya, apabila kemudian ia menelantarkan kembali tanah itu, maka 

haknya atas tanah tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan dapat dicabut oleh pemegang otoritas 

publik. 

Selain didasarkan pada hadits yang berupa sabda Rasulullah SAW ini (disebut hadîts qawlî), politik 

redistribusi tanah juga memiliki landasan pada apa yang pernah beliau praktikkan secara langsung 

(disebut hadîts fi‘lî). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi 

dan Thabrani, dikisahkan bahwa Nabi Muhamamd SAW pernah mengalokasikan untuk Zubair bin 

‘Awwam lahan menganggur (al-mawât) di daerah Naqî‘ yang luasnya ditentukan oleh sejauh jarak 

yang ditempuh oleh kuda yang beliau naiki. Setelah kuda berhenti berjalan, Nabi lantas melemparkan 

cambuknya untuk menambah luas tanah yang akan diberikan. Kebijakan pemimpin mengalokasikan 

tanah kepada pihak yang membutuhkan inilah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan iqthâ’.  

Jaminan akses atas sumber-sumber agraria ini tidaklah terbatas pada tanah saja seperti terkandung 

dalam dua hadits di atas. Dalam hadits lain dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu 

Majah, Rasulullah SAW bersabda: 

  وَالْكَلََ  وَالنَّار  الْمَاء    :ثلَََثٌ لََ ي مْنَعْنَ 

Tiga hal yang (seorang pun) tidak boleh dihalangi (memperoleh akses terhadapnya): air, padang 

gembalaan, dan api. 

Jika kita cermati bersama, tiga hal tersebut adalah jenis-jenis sumber daya alam yang memiliki ciri 

sumber daya bersama (the commons). Dengan demikian, maka hak akses secara bersama semacam 

ini juga dapat diterapkan pada berbagai jenis sumber daya alam lain yang mengandung ciri serupa, 

seperti hutan, udara (karbon), wilayah pesisir, daerah tangkapan ikan, dan sebagainya. Sumber daya 

bersama semacam ini tidak boleh diprivatisasi, melainkan harus dikelola, dimanfaatkan, dan dirawat 

secara bersama.   

Beberapa landasan normatif yang dipaparkan di atas merupakan dalil keagamaan bagi pelaksanaan 

“perjuangan akses” dalam rangka mewujudkan politik redistribusi. Seperti telah dimaklumi dari 



Landasan Keagamaan bagi Perjuangan Keadilan Agraria 

Masjid Jami’ Virtual Hilful Fudhul | 5 

penjelasan sebelumnya, pasangan dari agenda perjuangan ini adalah “perjuangan kontra-eksklusi” 

dalam rangka mewujudkan politik rekognisi dan perlindungan atas akses yang sudah ada. Terkait 

agenda kedua ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits dari ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari dan Muslim: 

قَه  مِنْ سبْعِ أرَضينَ  ِ  مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْر  مِنَ الأرْضِ، ط و 

Barangsiapa berbuat aniaya (dengan merampas) seukuran satu jengkal tanah saja, maka akan 

dikalungkan ke lehernya (beban) tujuh lapis bumi. 

Dalam hadits lain dari Abu Salim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

سِفَ  حَق ِهِ  بِغَيْرِ  شَيْئاً  الأرَْضِ   مِنْ   أخََذَ  مَنْ   أَرَضِينَ  سَبْعِ  إِلَى  مَةِ الْقِيَا  يَوْمَ  بِهِ  خ 

Barangsiapa mengambil sejengkal tanah saja yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti akan 

dibenamkan sedalam tujuh lapis bumi. 

Seperti telah ditegaskan sebelumnya, politik rekognisi dan perlindungan ini tidak boleh dipahami 

dan dilaksanakan secara terpisah dari politik redistribusi. Jika keduanya ini dipisahkan, maka dalil-

dalil keagamaan yang telah diulas terdahulu bisa disalahartikan untuk menolak redistribusi tanah-

tanah yang terlantar atau melebihi batas luas maksimum. (Hal semacam ini terjadi pada Konferensi 

Syuriyah NU pada 1961 yang memutuskan keharaman hukum land reform karena dinilai melanggar 

hak milik yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan barulah pada Munas Alim Ulama NU di Mataram 

pada 2017 diputuskan hal sebaliknya yaitu kewajiban pemerintah menjalankan redistribusi tanah.) 

Dalam hal ini, kita sebaiknya meneladani kebijakan Khalifah ‘Umar bin Khathab ketika menarik 

kembali sebagian tanah yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada Bilal bin Harits melalui iqthâ’. 

Meskipun Bilal menentang keras, ‘Umar tetap mengambil alih bidang-bidang tanah yang terlantar 

dan tidak mampu diusahakan oleh Bilal karena areal kebunnya yang terlampau luas. 

Apabila kita beralih pada ijtihad semacam ini, maka akan dihasilkan daftar yang panjang mengenai 

pelaksanaan agenda “perjuangan akses” dan “perjuangan kontra-eksklusi” ini sepanjang sejarah 

Islam. Tentu saja, daftar ijtihad semacam ini tidak mungkin disajikan pada kesempatan ini. Karena 

itu, apa yang hendak disampaikan berikut ini adalah sekedar ilustrasi kecilnya belaka. 

• Berdasarkan teladan praktik wakaf yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khathab atas kebun kurmanya 

di Khaybar, berkembanglah skema wakaf yang kemudian disebut sebagai waqf ahlîy, yaitu wakaf 

yang penerima manfaatnya adalah anggota keluarga sendiri. Skema wakaf ini kemudian banyak 

diterapkan untuk mewujudkan akses yang lebih setara bagi anggota keluarga perempuan atas 

harta peninggalan orang tua; suatu hal yang tidak mungkin diperoleh apabila harta itu dibagikan 

berdasarkan ketentuan hukum waris. 

• Upaya mewujudkan “perjuangan akses” juga dapat ditemukan pada ijtihad ulama Nusantara 

dalam rangka menjamin istri yang dicerai memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama 

pernikahan (marital property). Hal ini dilakukan dengan memberikan pengakuan dan jastifikasi 

keagamaan atas tradisi (‘urf) yang sudah hidup di masyarakat dan dikenal dengan peristilahan 

yang berbeda-beda, seperti gono-gini di Jawa, pohroh di Aceh, harta suarang di Minangkabau, 

hartou massou di Lampung, barang partantangan di Banjar, cakkara di Makassar, dan lain 

sebagainya. Aturan semacam ini tidak ditemukan dalam ketentuan fikih klasik maupun dikenal 

dalam tradisi di kalangan masyarakat Arab. 

• Ketika Islam berhasil menaklukkan Irak, Khalifah ‘Umar memutuskan untuk tidak membagi-

bagikan tanah pertanian milik warga lokal kepada para tentara Islam sebagai harta rampasan 

perang. Meski ditentang oleh para sahabat senior seperti Bilal bin Rabah, ‘Umar tetap bersikukuh 

pada keputusannya dengan alasan hendak mencegah akumulasi harta pada pasukan Islam dan 

kehilangan tanah pada warga lokal. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelaksanaan 

“perjuangan kontra-eksklusi”. Khalifah ‘Umar menjastifikasi kebijakannya ini dengan merujuk 
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frase “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” yang 

merupakan bagian dari QS. Al-Hasyr/59 ayat 7 yang telah dibacakan di awal khutbah ini. 

• Upaya menjalankan “perjuangan kontra-eksklusi” ini juga dapat dilihat pada ijtihad para ulama 

Madzhab Hanafi dan Syafi’i sebagai respons atas kesewenang-wenangan Dinasti Mamluk yang 

menyalahgunakan kebijakan iqthâ’ untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan. Jadi, bukannya 

ditujukan untuk petani yang membutuhkan, tanah-tanah pertanian justru dibagikan kepada 

kelas militer yang mendukung penguasa sehingga melahirkan relasi feodalistik antara golongan 

ini dengan para petani yang menjadi penggarap lahan. Melihat kondisi ini, ulama dari Mazhab 

Hanafi dan Syafi’i mengeluarkan sejumlah fatwa tentang perjanjian sewa-menyewa (ijârah) dan 

ketentuan bagi hasil pertanian (muzâra‘ah) demi melindungi petani penggarap dari beban sewa 

tanah dan perjanjian bagi hasil yang sangat mencekik leher.1 

• Last but not least, konseptualisasi “wakaf agraria” pernah saya usulkan sebagai satu skema yang 

dapat mengupayakan jaminan akses dan sekaligus mencegah terjadinya eksklusi. “Wakaf agraria” 

ini diwujudkan melalui tindakan para pelaku wakaf dan/atau para inisiator untuk mewujudkan 

dan/atau menggalang harta benda wakaf yang terutama berupa (tetapi tidak terbatas pada) tanah 

dengan mengikrarkan peruntukannya secara eksplisit dalam hal tata kuasa, tata guna dan juga 

tata produksinya untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian atau usaha sekonomi produktif 

yang lain, fungsi lindung atau konservasi, penataan perumahan rakyat, maupun bentuk-bentuk 

pengembangan lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan ekologis, 

maupun kemaslahatan sosial lainnya.2   

Fayâ zumrat al-hâdlirîn wa ‘l-hâdlirât yang dirahmati Allah. 

Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai landasan normatif 

bagi perjuangan keadilan agraria. Selain landasan normatif, beberapa preseden historis secara sepintas 

lalu juga telah disampaikan yang menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan agraria. 

Tentu saja, apabila terdapat kesalahan di dalam khutbah ini, maka hal itu berasal dari keterbatasan 

dan kekhilafan saya sendiri. Dan apabila ada manfaat yang dapat dipetik dari khutbah ini dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, maka hal itu semata-mata berasal dari petunjuk Allah 

SWT.  

مِنَ الآياَتِ وَالذِِّكْرِ الْحَكِيْمِ. وَتقَبََّلْ اللهُ مِنِِّيْ وَمِنْكُمْ تِلَوَتهَُ انِِّهُ  باَرَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعظَِيْمِ. وَنفََعنَِي وَايِِِّاكُمْ بما فيه  

حِيْمُ   .هوَُ السَّمِيْعُ الْعلَِيْمُ. فاَسْتغَْفِرُوْهُ انَِّهُ هو الغفور الرَّ

 

 

  

 
1 Lihat: Bilal Ibrahim “Beyond State and Peasant: The Egalitarian Import of Juristic Revisions of Agrarian and 
Administrative Contracts in the Early Mamlûk Period.” Islamic Law and Society, 16, No. 3-4 (2009). 
2 Mengenai konsep “wakaf agraria” ini bisa dipelajari lebih lanjut melalui:  
▪ M. Shohibuddin, Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria (Yogyakarta: Baitul 

Hikmah, 2019).  
▪ M. Shohibuddin, “Mempertimbangkan Wakaf sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial” dalam M. 

Shohibuddin dan Adi D. Bahri, eds. Perjuangan Keadilan Agraria, hlm. 315-334 (Yogyakarta: Insist Press, 
2019). Dapat diunduh melalui link: http://bit.ly/2PI0omw. 

▪ M. Shohibuddin, “Wakaf Berjangka untuk Pembaruan Tenurial Skala Desa” dalam Adi D. Bahri dan M. 
Shohibuddin, eds. Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi, hlm. 105-110 (Bogor: Sajogyo 
Institute, 2020). Tersedia melalui link: http://bit.ly/berjangka.   

▪ M. Shohibuddin, “Artikulasi Islam Nusantara dalam Perjuangan Agraria.” Islam Nusantara: Journal for 
Study of Islamic History and Culture, 1, No. 1 (2020). Tersedia melalui link: https://bit.ly/3k41zvK.  

http://bit.ly/2PI0omw
http://bit.ly/berjangka
https://bit.ly/3k41zvK
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KHUTBAH KEDUA 

وَاشَْهَدُ انَْ لاَ الَِهَ الِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ  والعدوان،الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن البغي والظلم 

دٍ وَعَلىَ الَِهِ وَاصَْ  دًا عَبْدُهُ وَرَسوُْلُهُ. اللهُمَّ صَلِِّ عَلىَ سَيِِّدِناَ مُحَمَّ    .حَابِهِ وَسَلِِّمْ تسَْلِيْمًا كِثيْرًاوَاشَْهَدُ انََّ سَيِِّدَناَ مُحَمَّ

ا نهََىفيَاَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَ : فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. ايَُّهَا النَّاسُ اِتَّقوُاللهَ فيِْمَا امََرَ وَانْتهَُوْا عَمَّ

ادِقيِنَ    .وَكوُنوُاْ مَعَ الصَّ

اِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتهَُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبىِ يآ   :قاَلَ تعَالَىَفوَاعْلَمُوْا انََّ اللهِّ امََرَكُمْ باِمَْرٍ بَدَأَ فيِْهِ بنَِفْسِهِ وَثـَنىَ بِمَلآ ئِكَتِهِ بقُِدْسِهِ 

 ايَُّهَا الَّذِيْنَ آمَنوُْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِِّمُوْا تسَْلِيْمًا.

دٍ وَعَلىَ انَْبيِآئِكَ وَرُسلُِكَ وَمَلآئِكَةِ ال دٍ وَعَلىَ آلِ سَيِِّدِناَ مُحَمَّ بِيْنَ وَارْضَ اللِّهُمَّ عَنِ  لهُمَّ صَلِِّ وَسَلِِّم عَلىَ سَيِِّدِناَ مُحَمَّ  الْمُقَرَّ

اشِدِيْنَ ابَِى بَكْرٍوَعُمَروَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَ  يوَْمِ  ابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتاَبِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ باِِحْسَانٍ الِىَ الْخُلفَاَءِ الرَّ

احِمِيْنَ   .الدِِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعهَُمْ بِرَحْمَتِكَ ياَ ارَْحَمَ الرَّ

اللهُمَّ ادْفعَْ عَنَّا الْبَلَءََ وَالْوَباَءَ  .وَالْمُسْلِمَاتِ الَاحَْيآءُ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنيِْنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ 

لاَزِلَ وَالْمِحَنَ وَسوُْءَ الْفِتنَْةِ وَالْمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ عَنْ بلََدِناَ اِنْدُونيِْسِيَّا  ةً وَسَائِرِ بلُْدَانِ اْ وَالزَّ لمُسْلِمِيْنَ  خآصَّ

ةً.  عآمَّ

نْياَ حَسَنَةً وَفىِ اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ. رَبَّناَ ظَلَمْناَ انَْفُسَناَ وَاِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لَنَكوُْنَنَّ مِنَ   رَبَّناَ آتنِاَ فىِ الدُّ

 الْخَاسِرِيْنَ.  

علََّكُمْ تذََكَّرُوْنَ رُناَ باِلْعَدْلِ وَالِْاحْسَانِ وَإيِْتآءِ ذِى الْقُرْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفحَْشآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَ اللهِ! اِنَّ اللهَ يأَمُْ  عِباَدَ 

 .رْ اللهَ الْعظَِيْمَ يَذْكُرْكمُْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ اكَْبَ  فاَذْكُرُوا
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Lampiran: 

Empat Kategori Persoalan Agraria dan Kesalingterkaitannya Satu Sama Lain 

 


